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DENGAN BAHMAT TUHAN YANG MAHA ES4

BUPATI BANYUMAS,
om Menimbeng @ 2. babwa dengan telah  ditetapkannys  Perwturan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYIMAS Femerintah Nomar & Tabun 2003 weatang Pedoman
NOMOR 16 TAHUN 2004 Orgunisasi Perangkar Dacrah maka meas peokok,

funges, susuran organisas: dan (gl kerja Dinas
Kesehatan dan Kescjahioraan Sosial Kahupaten
Banyumas serta Kantor Pemberdayaan Masyarak
TENTANG Kabupalen Hamyumas cebagaimana disur dalam
Peraruran Dacrah Nomor 23 Tahun KR lendang
Pembentukan, Susumin COrganisasi dan Tata Begja

PEMBENTUKAN, SUSUNAM ORGANISASI DAN TATAEERJA i ;J-:;l:h Dn;;ah Kabupaicn Danvumas sebagaimana
: TERAAN SOSIAL DAN A AN i ngan Peraturan Daerah  Kabupsien

DINAS KESEJAHT i EY FEMBERIML Bamyumas Nomor B Tahun 2002 scria mgas pokak,
MASYARAKAI fungsi. susunan orpamisasi dan tata kerja Kamtor

KABUPATEN BANYUMAS Peraberdayaan Masyarakar Kabupaten Banyumas

sebagammansa diamor dalam Peraturan Daeral Nomor
24 Tahun 2000 tentany Pembentukan, Susunon
Cwganisasi tan Tata Kerja Lembaga Teknis Dacrah
Eabupaten Banyumas sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerali Kubupaten Banyumas Nomor 10
Tahun 2002 sudah tdak sesuai lagi;



Mengingat

bahwa sehubungan dengan bul lersebut diatas, maka
perfu  ditetapksn  Perasuran Dacrah  Kabupaten
Banvumms tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Taty Kerja Dinas Kesejahieraan
Sosial dan Pemberdayasn Masyarubet Kabupaten
Bamyumas

Undang-midang Momor 13 Tahun 1950 lkenlang
Pembenmkin Daserah-daemah Kabepaen Dalam

Iingkanzan Propinsi Jama Tengah,

Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 Lcolong
Femernnizhan Daerah (Lembaran Negara Tahuon
1999 MWomor o0, Tunbehan Lembaran Negara
Noror IB390;

Peraturan Pemerimtzh No 18 Talum 1994 (entang
Jabatan Pungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lemmbarzn Megara Tahon 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3547k .

Beraturan Pemeriiah Momor 25 Tahun 2000
tentang Kewcnzogan Pemerintah Pucal dan
Kewemmean Propinsi schagai Duersh  Olomem
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 54,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3952

B3

5. Perauran Pemerinth Nomor § Tabun 2003 tenting

Pedoman Organicasi Peranghat Dasrah (Lembaran
Negara Tahun 2003 MNomor 14 Tambahan
Lembaran Negara Momor 4262):

Kepumsan Bersama Menteri Pendwyapunaan
Aparatur Negara dan Menter: UDalam - Megeri
Mosmor: OF/SKEALPAN/4/2008 Nomor 17 Tahun
W03 jentang Penmjuk Pelaksepazn  Peraturan
Pemerimah Momor 5 Tahun 2005 teamng Pedoman
Uhrganisasi  Peramgkat Dacrsh dan  Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatin, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Neperi Sipil,

Dengan perseiujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN

KABUPATEN BANYTUMAS

MEMUTUSEAN:

Menemplan : FERATURAN DACRAH TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGAMNISASI DAN TATAKERIA DINAS
EESTIAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARARAT KABUPATEN BANYLIMAS,

LT



BAB I
KETENTUAN UMLM
Pasal 1

Dralam Prera boran Diacrab mi yang dimaksud dengan :

1. Dwaerahadalah Dazrah Kabrapaten Banyismas.

2. Pemerinmh Dacrah pdalah Pemerinteh Kabopaten Bamumas.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah vang selanjutmya disebual
PRI}, adalah Dewsn Perwakilan Hakyat Daerah Kabopaten
Banvumas.

. Bupati adalab Bupati Bamyumas.

3 Sekmetars Dmeral sdalah  Sekretaris Daersh Kabapaten
Banyumas,

. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdavain Masyarakat
adalah Dangs  Kesejaliersan  Sosial dan  Pemberdavaan
Masyarakar Kabupaien Banvumas.

7 Kepala Thnas adalah Kepala [inas Kesejahteraan Sosial dan
Pembe rosyaan Masvarakat Kabopaen Banyumas

8. Unit Pelaksana Teknis yang sclanjuinya dischut UPT adalsh
pelakcams sebagian ugas  Dinas Kessjahleraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarkat yang wilsah kerjoma dapat meliputi
lzhih dan £atu kecamatan.

4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan mipgas,
tanggung jawab, wewenang dan hak scorang  Popsesan Megen
Sipil dalam Satuan Organizasi yang dalam pelaksansan tugasoya
didasarkan pada keahlion dan stao ketrampilan @renin serts
bersifur mandiri.

BAEB I
PEMEBENTUERAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Thecah i dibeniuk Ninas Kesejahleraan Sosial dan
Pesiberdayami Macvarakal.

BAB II
KEDUDUK AN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Kesejahteraan Sosial den Pemberdavaan Masyarakat adalah unsur
pelaksana mupas iernenm Pemerintah Dacrah, dipimpin oleh seorang Kepala
vang berada di bawah dan beranggung jawab kepada Dopatl melalud
Sekretariz Daeeah.

Pasal 4

{1y Thmas  Kesg@hieraan  Sosial dan Pemberdavaan  Masyarakat
mempanys bgas pokok melalksaoakan  kewenangzn d bidang
ks suhi eraan sl dan permbenivaan masyrrakal

(23 Unmi melsksanskan mogas pokok sebagaimana dimaksed datam syl
(13, Dinas Kesejshreraan Sosial dan Pemberdayasn Masyoraka
mempunyal fungsi:



perumpzm kebijakan teknis of bidang kessahicman sesial dan
pemberdaynan masvarnkat;

penyusunznrencana dan program kerja dinas;

pelaksanaan kebijakon teknis, pemberan bimbingan,
pembinaan, pengawasan dan cvaluasi i bidang kescjahleraan
so&ial dan pemberdaaan masyarakat;

pembesrian perizinan dan pelaksanaan pelaysman umam di brdang
kesejahieraan sosial dan pemberdayaan masvarakat:

pefaksanaan inventansasi, pendataan dan pemotakhirm data;

perwiapan dan pemberian informasi di bideng kesejaltercan
sosial dan pemberdayaan masyarakar;

pelaksanamn boordinasi dengan instansi pemerniotah don swasa,

pelaksanaan urusan ketatzusahaan dinas;

pembinaan (erhadap LT dalam Hngkup iugasn,

pelaksanaan nigas-tugas 1ain yang diberikan olch Bupari.

BAR IV

EUSUINAN DRGANISASI

Fasal 5

(1) Suswren Orpanizasi Dimas Kesspabdersan Soaal dan Pemberndaysn
Magyarakat erdin dari:

(2

a
b.

£
h

Kepala Dinas;

Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum;

2. Eub Bagien Kepangandon Bina Program,

Bidang Pembinaan Kesejahizraan Sogial, terdic] deri:

1  Seksi Penpembangan Botensi Kesejahreraan Sosial;

2 Reks Bombunmgan Sosipl.

Bnlng Penaneyulangan Maszlah Kesspahieran Sosal, tendin

dari:

1. Sek:i Banman Bencana dan Kemisiinan:

2. Seksi Rechabilitasi Tuna Sosisl,

Bidang Permberdsvazn Kelembagaan dan Ekonomi Masvarakat,

terdiri dari:

1. Seksi Pemberdaynan Eelembagaon Masyarakezr:

2 Reks Pemberdayaan BExonomi dan ' leknolog "Tepat Cuna

Bubing  Pemberdayaan  Perempuan, Reluargs,  Lanss dan

Perlindungan Anake, terditi dari:

|. Seksi Permberdayaan Perempuan;

2. Seksi Pemberdzyaan Keluarpa, Lansia dan Perlindungan
Anak.

UPT;

Eelompok Jabatan Fangsional.

Bugan susuman organisass Dinas  Kesejabieraan  Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
meeriipakan bagian tak terpizahkcan dan Peraturan Daerah i
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BABV
TATAKERJA
Pasal 6

Kepala Diinaz dalam melaksanakan wgasnya berdasarkan kebijakan umum
vang ditctaphkan olch Bupati.

Pasal 7

Dralarn melaksanakan tugasina, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usabia,
Kepala Didang. Ecpala Sub Bagian, Eepala Sebsi, Bepala UPT dan
Eelompok Mabatan Tungsional wajib meperapkan prinsip koordinasi,
integrasi. sinkronisasi dan simplifikasi secara vemikal dan horisontal baik
dalam lingkiungan Kerja masing-masing maupun dengan onil kerja laimma
sesuai dengan lugas pokoknya.

Pasal §

(1] Setiap pumpinan satmwan orgamisasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat wijib mengkoordinasikan
bawehannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinasn
thin pengaassan dalam pelaksannan tugasma .

(1) Setiap pumpinan saluan orpanizasi pada Dinas Kesejabteraan Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat wajib mentaad peraturan perundang-
undangan vang berlaku dan berang gung jawab kepada atasan masing-
musing serta menyampaikan lapomn secm berkala,

Tugas pokoi, fungsi, uraizn tugas dan tatskerja Kepala Dinas, Bagian Tan
Usabw, Bidang, Sub Bagim, Scksi, UPT dan Kelompok labatan
Fungsional pada Dipas Kesejaltersan Sosial dan  Pemberdaynan
Masyarakat akan diarur lebih lanjut dengan Kepitusan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1} Svsunan Organisasi dan Tatakerja Dinaz Kesehatan  dan
kesejahieraan Scsial sema Kamtor Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Bamyumas vang telah ada pads saar Peraturan Daerah ini
Derfabou, magih tetap berlako smpad dengan pengisian formasi jakatan
berdazarkan Peratiran Dasrah mi dilaksanakan,

{2y Paling Lama dalam walau 6 (enam) bulan sejak berlakumya Peraturan
Deereh ini, pengisian formasi jabetan sebagzimana dimak=od Jdalam
LAt (1) barus sudah dilaksanakan,



BAE Y11
KETENTLAN LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Pembentukan, tupas pokok dan fungsi UPT diamr lebil lanjut dengan
Kepulusan Bupali,

i2) Pada UPT dapar dibenmk satuan orpanisasi & bawah Kepala UPT yang
dipimpin olzh pejabat struktural yang pembentukan, tmgas pokok,
wraizn tugas dan rincian tugasova diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

BAB VIII
EETENTUAN FENUTLUP
Pasal 12

Dengan berlaiunya Peraturan Daerah ini, maka ketenmuan pembenmakan,
tugas pokok, fungsi dan susenan organisasi Dinas Kesehatan o dan
Bessjahicrean Sosial sebagaimanz diztur dalam Pasal 2 honel b dan Pasal 7
Peraturan Dzerah Kahupaten Danyomaz Nomor 9 Tabun 2002 tentans
Perubeiban Perarurn LDaerah Kahupaien Banyumas Nomor 273 Tihun 2000
tentang Pembenmkan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah
Eabupaten Bamyurnas serta dalam Pasal 6 Peraturin Daesab Kabupaten
Bamyomas Nomor 23 Tabun 2060 cnmng Pembemukin, Susuman
Organisasi dan Tata Kezja Dinas Dacrah EKabupaten Damyumas dan
ketentuan pernbestukan, (ugas pokok, fomps din susumin orgamsasi
Eantor Pemberdayazn Masyarakat scbagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(3) homul e dan Pasal 20 Pegsioran Daerab Kabupeten Banyomess Nomaor 10
Tahun 2002 terang Perubzhan Peramran Daerah Kabupaen Banyumas
Momor 24 Tahon 2000 tentang Pembentukan, Susanan Organisasi dan T
Kerja Lembags Tekmis Dacmah Kapaen Banyumas seria delam Pasal 19
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Momor 24 Tahun 2000 tentang
Pembenmikan, Susonan Orgamisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dasrah
Eabuparen Bamyumas dinvatakan tidak berlabku lagl.
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Pasal 13
Peramaran Daceah ini mulsi berlalu pada angpal dipldlngk.sn.
Agar setiap omng dapat mengerahuinya, memerinialikan pengundangan
Persturan Daerah ini dengan pencmpatamiys dafars Lembaran Daerah
Kabuperen Banyumas.

Ditetapkam di Purwakerto

padatanggal 3 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS
td.

ARIS SETTONU

- Diundangkan di Purwokerin

Pada Tanggal 1 Juni 20

SEERETARIE DAERAH KABUPATEN
BANYTIMAS

.
MIP. 500.0%55.354

LEMBARAN DAERAH KABUBATEN BANYIMAS NOMOR 13
SERID



BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]

DNAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDATAAN MAS TARARAT Lampirom  Parod Dy Kalupaten Banyumas
YUMAS ianoa Homor 16 Tahan 2004
KABUPATEN BAN Tanggal 31 Mai 2004
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